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BAB II

STUDI  KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang mendapatkan akhiran-

an terdapat kecendrungan perbedaan. Kata pemerintah menunjuk kepada individu-

individu atau jawatan atau alat-alat perlengkapan negara, sedangkan pemerintahan

adalah perbuatan atau cara-cara atau rumusan memerintah, misalnya pemerintahan

yang adil, pemerintahan demokratis, pemerintahan diktator dan lain sebagainya,

(dalam Tandjung, 2003: 4).

Menurut Sedarmayanti (2004;9), pemerintah yang baik dapat dikatakan

sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas

pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia

2. Memajukan kesejahteraan umum

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000:13)

antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari

luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat
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menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

2. Memilihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara

warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi

didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa

membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan

mereka.

4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam

bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non

pemerintah

5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat

luas.

7. Menerapkan kebijakan untuk pemiliharaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup.

Strong dalam Syafiie (2005:22) mengemukakan pemerintahan dalam arti

luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan

Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan

militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua,

harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang,

yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk

mencukupi keuangan massyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan

Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka
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penyelenggaraan kepentingan Negara. Pemerintah dalam arti sempit adalah

eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu

sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan,

menyusun, mengorganisasi, menggerakkan, dan mengarahkan segenap upaya

masyarakat/penduduk suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang

telah ditetapkan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala

pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusaran kekuasaan.

Bahkan menurut Kuper (2000: 418), istilah government (pemerintahan) dan segala

bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah

satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari

bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, 2005:7).

Menurut Kuper (2000:417), pemerintah lebih mengacu pada proses

pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta

pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurutu Robinson

setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan

pemerintahan, yaitu; akuntavilitas, legitimasi, dan transparansi. Akuntabilitas

berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah

terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa

besar tingkat kepercayaan (trust) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi

menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga

negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan.

Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut
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dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat

itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam

menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan

keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam

proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari

semua konsekuensi yang akan terjadi (Labolo, 2010,20).

2. Konsep Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan juga menyangkut design dan implementasi

sistem perencanaan, penyusunan pegawai, pengembangan pegawai, pengolahan

karir, evaluasi kinerja, kompensasi pegawai dan hubungan ketatanegaraan yang

baik. Manajemen Pemerintahan terdiri atas serangkaian keputusan dan praktek

manajemen yang mempengaruhi langsung sumber daya manusia dan orang-

oarang yang bekerja pada organisasi pemerintahan. Manajemen pemerintahan

merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan agar sumber daya manusia di dalam

organisasi pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif guna mencapai tujuan.

Menurut Stoner, et. al dalam Zulkifli (2005:28) mengatakan manajemen

merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan

mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber

daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.
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Wahyudi (2002:12) menyebutkan bahwa fungsi-fungsi pokok dari ilmu

manajemen dengan penerapan pada sumber daya manusia organisasi adalah

sebagai berikut :

a. Fungsi Perencanaan, yaitu melaksanakan tugas dalam perencanaan

kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya

manusia.

b. Fungsi Pengorganisasian, yaitu menyusun suatu organisasi dengan

mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus

dikerjakan oleh tenaga kerja yang dipersiapkan.

c. Fungsi Pelaksanaan, yaitu memberikan dorongan untk menciptakan

kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

d. Fungsi Pengendalian, yaitu melakukan pengukuran-pengukuran antara

kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan,

khususnya di bidang tenaga kerja.

Disamping fungsi-fungsi pokok, manajemen sumber daya manusia

memiliki beberapa fungsi-fungsi operasional. Dimana pada dasarnya fungsi

operasional dari manajemen sumber daya manusia dapat diklasifikasikan dalam

tiga fungsi operasional seperti diungkapkan oleh Wahyudi (2002:14), yaitu

pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan Sumber Daya Manusia.

Fungsi-fungsi operasional manajemen sumber daya manusia dalam ruang

lingkup pengadaan sumber daya manusia dan pengembangan sumber daya

manusia diarahkan untuk menjamin syarat dasar kemampuan kerja. Sedangkan

fungsi-fungsi operasional manajemen sumber daya manusia dalam ruang lingkup
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pemeliharaan sumber daya manusia diarahkan untuk menjamin syarat dasar

kemampuan kerja.

3.  Azaz Penyelenggaraan Pemerintahan

Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari organisasi tingkat atas

kepada tingkat bawahnya secara hirarkis. Melalui wewenang itulah pemerintah

pada tingkat bawah diberi diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif dan

mengembangkan kreativitas, mencari solusi terbaik atas setiap masalah yang

dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu desentralisasi dapat juga

dipahami sebagai penyerahan wewenang politik dan perundang-undangan untuk

perencanaan, pengambilan keputusan dan manajemen pemerintahan dari

pemerintah (pusat) kepada unit-unit sub nasional (daerah/wilayah) administrasi

negara atau kepada kelompok-kelompok fungsional atau organisasi non

pemerintahan/swasta (Rasyid, 2000 : 4).

Landasan konstitusi dianutnya asas desentralisasi daerah dapat dilihat pada

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana di

amanatkan oleh Pasal 18 ayat (5), yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah

menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh

undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Pemberian

kesempatan kepada Pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi seluas-

luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua

urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah. Namun pemberian

otonom kepada daerah ini pada orde baru menyimpang dari undang-undang
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tersebut. Tumbangnya Orde Baru, yang kemudian ditandai dengan masuknya

Indonesia pada era reformasi dimana reformasi total ini memberi dampak pada

pergeseran paradigma sistem pemerintahan dari sentralisme ke arah sistem yang

desentralisme.

Sifat pemerintahan semacam ini memberikan keleluasan kepada daerah

dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Perubahan ini juga terkait

dengan aspek filosofi, teori dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang

hendak dicapai. Perubahan ini memberi peluang kepada daerah untuk mengatur

rumah tangganya sendiri secara luas dan bertanggungjawab, yang dikenal dengan

otonomi daerah. Sebagai langkah awal dalam menata kembali tatanan kehidupan

berbangsa dan bernegara yang kacau akibat dari krisis multi dimensi tersebut,

dilakukan perubahan konstitusi dengan mengamandemen UUD 1945 pasal 18

mengenai pemberian otonomi kepada daerah. Perubahan Pasal 18 ini

dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang meliputi daerah provinsi dan dalam daerah provinsi

terdapat daerah kabupaten dan kota.

Melalui otonomi daerah tersebut sebagai wujud pelaksanaan asas

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat melaksanakan

wewenangnya untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah berdasarkan

kepentingan masyarakat daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut menjadi

peluang dan tantangan bagi daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat karena daerahlah yang lebih mengetahui aspirasi dan kehendak serta



20

potensi yang dimiliki daerahnya. Pembangunan daerah sebagai bagian integral

dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah.

Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab

menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan,

partisipasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Widjaja, 2003 : 7 - 8).

4. Pemerintahan Desa

Menurut Kansil (2001:58) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh

sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah

langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri

dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-

undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang

memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa:

Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa :
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa :
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
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Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa :
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam hal ini, desa

memiliki hak otonom. Desa-desa otonomi adalah desa-desa yang merupakan

subyek-subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum.

Menurut Ndraha (2003:7-8), tindakan-tindakan hukum yang dapat

dilakukan oleh desa adalah :

a. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat
setiap warga desa atau pihak tertentu;

b. Menjalankan pemerintahan desa;
c. Memilih kepala desa;
d. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri;
e. Memiliki tanah sendiri;
f. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri;
g. Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa;
h. Menyelenggarakan gotong-royong;
i. Menyelenggarakan peradilan desa;
j. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003:3) diartikan sebagai

penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem

penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung

jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan

pelaksanaan tersebut kepada Bupati.



22

Menurut Ndraha (2003:8) desa yang mempunyai hak otonomi diharapkan

mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dengan baik. Adapun

unsur-unsur otonomi desa yang penting antara lain :

a. Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat desa;
b. Tanah, pusaka, dan kekayaan desa;
c. Urusan rumah tangga;
d. Pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat desa

yang bersangkutan, yang sebagai alat desa memegang fungsi
“mengurus”;

e. Lembaga atau badan-badan perwakilan atau permusyawaratan yang
sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang
fungsi mengatur.

Widjaja (2003:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi

asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.

Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki

oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan

asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik

hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta

dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Pengakuan otonomi di desa, Ndraha (2003:12) menjelaskan sebagai

berikut :

a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan

dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa

kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.

b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti

sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa

depan.
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Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat

untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan

pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang

pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada

kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena

itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan

otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara

Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang

tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang

dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara

integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang

dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku

(Widjaja, 2003: 166).

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa

dan perangkat desa sebagai unsur peneyelenggara pemerintahanan desa. Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 terlihat lebih  lebih rinci dan tegas menjelaskan

pemerintah desa yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu

perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa adapun yang
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disebut perangkat desa disini adalah sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan

pelaksana teknis atau dengan sebutan lain.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya

adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan

masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa menjelaskan:

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terdapat dalam Pasal 55 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa:

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala

Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 56 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 selanjutnya menjelaskan

bahwa:

1)Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan
secara demokratis.

2)Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun
terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
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3)Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga)
kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-

masing unsur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat

menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat.

Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan anatara Badan

Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi

antara lain (Wasistiono 2006:36) :

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;

2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;

3. Adanya prinsip saling menghormati;

4. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

5. Menampung, dan Menyalurkan Apirasi Masyarakat

Salah satu tupoksi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu menampung

dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk

menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan

kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi

atau lembaga terkait.

Secara umum ada 3 cara bagi masyarakat dalam menyampaikan

aspirasinya yaitu :

a. Penyampaian langsung kepada BPD
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Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik

secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung

kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya (RW).

b. Penyampaian melalui forum warga

BPD memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui forum-forum yang

diadakan wilayah. Masing-masing wilayah setiap Sebulan sekali mengadakan

pertemuan dalam perkumpulan semisal arisan dan sebagainya.

c. Penyampaian melalui pertemuan tingkat desa

Penyampaian aspirasi melalui forum rembug desa atau rapat koordinasi yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada forum ini pemerintah

mengundang perwakilan dari masyarakat yaitu ketua RT/RW, tokoh agama,

adat, masyarakat serta mengikut sertakan BPD guna membahas mengenai

permasalahan maupun program yang sedang atau akan dijalankan oleh

Pemerintah Desa. Selain itu, penyampaian aspirasi oleh masyarakat lebih

dominan disampaikan pada saat rapat Musrenbangdes.

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawatan Desa, disebutkan:

(1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau
tulisan.

(2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh
BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.

(3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat
dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau
penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.
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B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang terkait dengan

topik penelitian ini adalah:

II.1 Penelitian Terdahulu

No Nama/Tahun Judul Penelitian Tujuan Penelitian
1 Fitrianti (2015) Pengawasan Badan

Permusyawaratan Desa
Terhadap Pelaksanaan
Peraturan Desa Tentang
Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa Didesa
Bandur Picak Kecamatan
Koto Kampar Hulu
Kabupaten Kampar
Tahun 2012

Untuk mengetahui pelaksanaan
pengawasan pelaksanaan Peraturan
Desa Tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa Didesa Bandur Picak
Kecamatan Koto Kampar Hulu
Kabupaten Kampar Tahun 2012 dan
mengetahui faktor penghambat
keberhasilan dalam pengawasan yang
dilakukan BPD terhadap Peraturan
Desa Tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa Didesa Bandur Picak
Kecamatan Koto Kampar Hulu
Kabupaten Kampar Tahun 2012.

2 Alam (2014) Peran Badan
Permusyawaratan Desa
Dalam Pembangunan
Desa di Desa Mantang
Lama Kecamatan
Mantang Kabupaten
Bintan (Studi
Pembangunan Pelantar
Masyarakat Tahun
2012).

Untuk mengetahui Peran Badan
Permusyawaratan Desa dalam
pembangunan dan untuk mengetahui
faktor-faktor penghambat yang terjadi
pada peran Badan Permusyawaratan
Desa dalam Pembangunan di Desa
Mantang Lama Kecamatan Mantang
Kabupaten Bintan.

3 Zulkarnain (2012) Peranan Badan
Permusyawaratan Desa
(BPD) di Desa Pulau
Tengah Kecamatan
Pangean Kabupaten
Kuantan Singingi.

Untuk mengetahui Peranan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Desa
Pulau Tengah Kecamatan Pangean
Kabupaten Kuantan Singingi dan untuk
mengetahui apa yang menjadi faktor-
faktor penghambat Peranan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Desa
Pulau Tengah Kecamatan Pangean
Kabupaten Kuantan Singingi.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu ditas, penelitian yang akan

penulis lakukan sama-sama meneliti tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan

terlihat jelas jelas pada tujuan dan lokasi penelitian yang berbeda. Dalam
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penelitian ini peneliti mencoba meneliti tentang pelaksanaan Fungsi Badan

Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi

Masyarakat di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan

Singingi.

C. Kerangka Pikiran

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka

penulis membuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini, sebagai berikut:

Gambar II.1 Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam
Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa
Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan
Singingi.

Sumber: Modifikasi penelitian, 2018.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa

Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan
Permusyawatan Desa

Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Menampung Aspirasi
Masyarakat Desa

Menyalurkan Aspirasi
Masyarakat Desa

Cukup TerlaksanaTerlaksana Tidak Terlaksana
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D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas serta

dihubungkan dengan landasan teori yang ada maka penulis mengemukakan

hipotesis sebagai berikut: “Diduga pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan

Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Pebaun

Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana

dengan baik”.

E. Konsep Operasional

Konsep merupakan defenisi yang digunakan untuk mengambarkan secara

abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep mempunyai tingkah generasi

yang berbeda-beda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka semakin

dekat konsep itu diukur.

Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengaburkan konsep agar

tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan

mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-konsep tersebut antara

lain:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.
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2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Kepala Desa adalah adalah orang yang mengepalai desa yang dipilih secara

langsung oleh masyarakat desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan

secara demokratis.

F. Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan fungsi Badan

Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun penjabaran variabel-variabel tersebut kedalam operasionalisasi variabel

dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel II.2 : Konsep Operasional dan Operasional Variabel Penelitian Tentang
Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Pebaun
Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep Variabel Indiktor Item Penelitian Kategori

I 2 3 4 5

Badan
Permusyawaratan
Desa atau yang
disebut dengan
nama lain adalah
lembaga yang
melaksanakan
fungsi
pemerintahan yang
anggotanya
merupakan wakil
dari penduduk
Desa berdasarkan
keterwakilan
wilayah dan
ditetapkan secara
demokratis (Pasal
1 ayat (4) UU No.
6 tahun 2014)

Pelaksanaan
Fungsi BPD
dalam
menampung
dan
menyalurkan
aspirasi
masyarakat

1. Menampung
aspirasi
masyarakat

2. Menyalurkan
aspirasi
masyarakat

a. Penyampaian
langsung kepada
BPD

b. Penyampaian
melalui forum
warga

c. Penyampaian
melalui
pertemuan
tingkat desa

a. Lisan
b. Tulisan

Terlaksana
Cukup terlaksana
Tidak terlaksana

Terlaksana
Cukup terlaksana
Tidak terlaksana

Sumber: Modifikasi penelitian, 2018.

G. Teknik Pegukuran

Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa

dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Pebaun Hilir

Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, diukur melalui

beberapa indikator. Selanjutnya indikator ini akan dijabarkan dalam beberapa sub

indikator. Katagori penilaian terhadap pengertian seluruh indikator variabel

tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan

Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dibagi dalam tiga kelompok kategori yaitu:
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terlaksana, cukup terlaksana, dan tidak terlaksana. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat berikut ini:

a. Dilihat dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi

masyarakat di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten

Kuantan Singingi, pengukurannya adalah :

Terlaksana : Apabila semua item dapat dilaksanakan, atau jawaban

responden pada tabel > 67%.

Cukup terlaksana : Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan, atau jawaban

responden pada tabel 34 % -66%

Tidak terlaksana : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat

dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel < 33 %.

b. Dilihat dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalirkan aspirasi

masyarakat di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten

Kuantan Singingi, pengukurannya adalah :

Terlaksana : Apabila semua item dapat dilaksanakan, atau jawaban

responden pada tabel > 67%.

Cukup terlaksana : Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan, atau jawaban

responden pada tabel 34 % -66%

Tidak terlaksana : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat

dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel < 33 %.


